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Perkembangan Covid-19 di Indonesia

• Situasi saat ini

dicapai dengan

pengorbanan

sangat besar



• Terdapat 60 % kematian berlebih di Jakarta 

dari Januari - November 2020
• Terdapat lonjakan kematian berlebih di desa

di Jawa selama bulan Juli 2021 hingga 10 

kali lipat. 
• Lonjakan kematian di desa ini tidak

tergambar dalam data resmi pemerintah

• Bagaimana dengan desa-desa di luar Jawa? 
Bagaimana dampaknay di masy miskin? Di
masyarakat adat? dll

Excess 
death

IHME, 2021









Meski warga Jakarta 
telah mengetahui

bahaya Covid-19, 

mereka mengabaikan

risiko karena tekanan

ekonomi.







Bagaimana
dampak

pandemi pada 
masyarakat

adat?



• Masyarakat adat bisa
lebih rentan terhadap

Covid-19 karena

ketimpangan pra-

pandemi

• Cenderung
underreported data, 

karena keterbatasan

tes dan lacak



Laporan terkait Layanan Kesehatan

● 3T belum maksimal
○ Warga kesulitan mendapatkan tes PCR

○ Warga butuh obat dan vitamin saat isolasi 

mandiri, namun kesulitan

○ Keterbatasan Puskesmas dalam 

memantau pasien isolasi mandiri saat 
kasus melonjak 

● Warga kesulitan mencari RS.

● Warga harus menanggung biaya perawatan 
Covid-19 yang sangat besar.

● Warga tidak mendapatkan kebutuhan dasar saat 

isolasi mandiri 

● Warga dipungut biaya untuk mendapatkan 

layanan pemulasaran jenazah.



Tracing Tidak Berjalan

● “Saya tinggal di kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Adik ipar saya teridentifikasi positif Covid-19 pada 26 juli 2021. Saya sudah melapor

ke petugas kesehatan puskesmas setempat berharap kami di-tracing. Ada 3 dewasa dan 4 anak di rumah kami. Tapi hingga kini tidak

direspon. Kami berharap tetap tinggal di rumah dan petugas dapat mendatangi kami untuk testing dan tracing”. (Kota Bekasi, 27 Juli

2021)

● Seminggu ini selalu ada berita duka yg diumumkan oleh masjid setempat (seperti mesjid Al-Huda, Masjid maupun mushola Al Hidayah)

dan hal ini bisa sampai 2-3 kali dalam sehari. Dan yang meninggal memiliki gejala yang sama yaitu sesak dada lalu beberapa hari kemudian

meninggal. Hal ini hampir menunjukan ciri covid 19 yang varian baru, yang tidak memiliki gejala apa2. Namun langsung sesak dan dua hari

kemudian meninggal. Mengingat warga sekitar juga kurang mematuhi protokol kesehatan dan skeptis dengan adanya Covid 19. Kami

berharap adanya tindakan untuk tracing warga yang meninggal maupun isolasi wilayah dengan cara yang baik. (Kota Binjai, 3 Agustus

2021)

● Saya tinggal di Kp rawa pasung kelurahan kali baru kecamatan medan satria kota bekasi. Adik ipar saya teridentifikasi positif covid-19 pada

26 juli 2021. Saya sudah melapor ke petugas kesehatan puskesmas setempat berharap kami ditracing. Ada 3 dewasa dan 4 anak di rumah

kami. Tapi hingga kini tidak direspon. Kami berharap tetap tinggal di rumah dan petugas dapat mendatangi kami untuk testing dan

tracing. (Jawa Barat, Kota Bekasi, 27 Juli 2021)

● Terjadi sakit masal dgn gejala covid 19 di desa surya adi, kecamatan mesuji, kabupaten ogan komering ilir, sumsel. Namun mengapa

masih tidak ada 3T, testing, tracing dan treatment. Bukankah itu perintah presiden Jokowi? Ketika saya lapor ke satgas covid Sumsel,

malah disuruh lapor balik ke satgas covid desa kecamatan. Lha kalau satgas covid desa bergerak sesuai amanat presiden, gak mungkin

saya lapor ke satgas provinsi. Tolong ini disampaikan ke pusat, jangan provinsi, percuma kalau di provinsi. (Sumatera Selatan, Ogan

Komering Ilir, 2 Agustus 2021)



Minimnya Testing oleh Puskesmas 

● Adik saya positif antigen. Saya sebagai kontak erat hanya bisa test antigen untuk keluarga saya sendiri aja, tidak ada

test pcr dari pihak puskesmas, setelah sembuh atau gejala tidak ada. saya hanya disuruh ambil surat kesehatan di

puskesmas tanpa tes pcr sekalipun dari pihak puskesmas. (Kabupaten Sidoarjo, 11 Juli 2021)

● Saya kontak erat dengan penderita covid 19, kemudian saya ingin melakukan swab antigen di puskesmas bandar

agung kabupaten Lampung tengah dan ditolak dengan alasan tidak ada alat swab dan instalasi lab untuk antigen tidak

tersedia, kemudian saya ke RS rujukan covid 19 akan tetapi diharuskan membayar 250 ribu rupiah sedangkan saya

tidak sanggup membayar karena kondisi ekonomi. Mohon bantuannya untuk menggratiskan swab antigen untuk orang

yang kontak erat dengan pasien Covid agar tracking covid 19 bisa diketahui datanya. (Kota Lampung, 14 Juli 2021).

● “Pasien bergejala demam tinggi dan nyeri tulang di seluruh tubuhnya kemudian di antigen dan mendapatkan hasil

reaktif. Namun di puskesmas tersebut pasien malah diperintahkan untuk isolasi mandiri di rumah. Pasien dipulangkan

dan didapati obat-obatan oral. Jika ingin mendapatkan perawatan infus, pasien harus menyewa perawat untuk datang

ke rumah, yang artinya pasien harus membayar secara mandiri. Apakah boleh puskesmas menolak pasien yang diduga

covid dengan alasan takut menularkan? Selama meminta untuk dilakukan test pcr, dari pihak puskesmas bilang

mereka tidak menyediakan.” (Kabupaten Karimun, 23 Agustus 2021)



Pendataan:

- Tumpang tindih pendataan (sudah daftar di Peduli Lindungi, tetapi harus daftar 
lagi di tempat penyelenggara vaksinasi).

- Tidak terdaftar di Peduli Lindungi, mengisi formulir ulang di faskes namun tanpa

jaminan mendapatkan vaksin karena pembatasan kuota. 

- Sulit mendapatkan surat keterangan domisili.

- Nakes kesulitan mendapatkan vaksin booster ketiga.

Stok Habis:

- Faskes dilaporkan kehabisan stok vaksin baik untuk dosis 1 maupun dosis 2.

- Kehabisan dosis 2 jenis Sinovac, tetapi yang tersedia adalah AZ.

Distribusi Vaksin:

- Ketimpangan distribusi vaksin di daerah, keterbatasan vaksin di Faskes.

Sertifikat Vaksin:

- Sertifikat vaksin tidak diberikan oleh Faskes/Penyelenggara vaksinasi.
- Sertifikat vaksin di Peduli Lindungi tidak muncul.

- Terdapat kesalahan data identitas pada sertifikat vaksin.

Penyalahgunaan: 

- Penarikan biaya pelaksanaan vaksinasi.
- Pemberian vaksin booster di luar kelompok nakes.

Penjadwalan:

- Ketiadaan informasi jadwal vaksin dosis 1 dan dosis 2 di Faskes/Lokasi Vaksinasi

- Perubahan jadwal vaksinasi oleh Faskes yang mendadak, akibatnya warga putar
balik/gagal dapat vaksin.

KIE Vaksin: 

- Kebutuhan informasi/penjelasan mengenai regulasi, manfaat, khasiat, dan efek

samping vaksin.

Cut off Data: Juli 2021 - 29 Agustus 2021

Kerumunan di lokasi vaksinasi:

- Antrian menumpuk, tidak jaga jarak, pelanggaran prokes.

Laporan terkait Vaksinasi



Ketimpangan Vaksin

https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines



● “Saya blm vaksin sampai hari ini, saya tinggal di Temanggung dan

kebetulan mau vaksin di jaringan rs Kemenkes terutama di RS XX.

Diinformasikan agar mendaftar dl di aplikasi Peduli Lindungi, tetapi

saya selalu gagal untuk mendaftar di aplikasi tersebut. Meskipun saya

coba beberapa kali utk merubah ejaan nama yg selalu salah dan

menurut saya ejaan nama saya sudah benar.” (Temanggung, 26

Agustus 2021)

● “Saya punya 7 petugas kesehatan yg belum mendapat vaksin booster”.

(Kota Bandung, 25 Agustus 2021)

● “NIK kakak saya dipakai orang lain untuk vaksin. Saya sudah coba

menghubungi berbagai tempat, peduli lindungi, satgas, sampai ke

kelurahan. Tapi NYATANYA semua sentra vaksinasi menolak kakak

saya untuk vaksin karena dianggap sudah melakukan vaksin di

sistem.” (DKI Jakarta, 26 Agustus 2021)

● Saya tinggal di kecamatan Sukodono Sidoarjo utk vaksin ke-2 hampir

satu bulan belum menerima, walaupun KTP sudah sesuai domisili tapi

tetap harus minta surat pengantar dari desa dan no urut, jika tidak ada
no urut tidak akan dilayani. (Kab Sidoarjo, 27 Agustus 2021).

Aksesibilitas Vaksin





Penyelewengan Booster Vaksin

Laporan warga lain:

➔ “Hari ini saya dapat cerita dari pacar saya, temannya
kebetulan mau vaksin di puskesmas. Di sana mereka jual
surat vaksin palsu harganya 200 ribu rupiah. Tolong di 
kroscek pak” (Kota Tangerang Selatan, 10 Agustus 2021) 

➔ “Ada indikasi vaksinasi ketiga booster (Moderna) untuk

masyarakat non-nakes. Kebetulan yang bersangkutan
adalah teman kuliah dulu.” (DKI Jakarta, 24 Agustus 2021)

➔ “Mendapat vaksin dosis ketiga di mabes polri” (DKI 

Jakarta, 25 Agustus 2021)

➔ “[saya ditawari] biaya vaksinasi sebesar Rp 200.000 ke
dokter klinik agar tidak mengantri” (Kota Malang, 24 
Agustus 2021)

➔ “Disini masyarakat berebut untuk vaksin. Ada Tenaga 
kesehatan yang bisa memudahkan pendaftaran vaksin
dengan mematok harga Rp 50.000,-/orang yang mau daftar 
vaksin. Jika memberikan uang kepada nakes tersebut, 
pendaftaran akan mudah, tanpa antri. Saya sangat kecewa
dengan hal ini.” (Kota Pramubulih, 4 Agustus 2021)



“Kegagalan mengatasi pandemi dengan prinsip equity bisa memicu
survival of the fittest yang tak adil karena struktur ekonomi politik

sebelum wabah yang timpang, sehingga struktur korban bisa

membentuk piramida dengan yang paling rentan secara fisik dan sosial

ekonomi berada di dasarnya.”


